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KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI

NOMOR TAHUN 2020

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI

—

(BLT-DANA DESA)

KEPALA DESA PURWODADI

bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020,
merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian
luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam
dan/atau menimpa warga masyarakat secara luar atau
skala besar diantaranya Pandemik Corona Virus Disease
2019;

bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat
berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa
sesuai dengan perundang-undangan;

bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa
merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian
atau pekerjaan, belum terdata menerima Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pngan Non Tunai
(BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai
anggota keluarga yang rentan sakit maenahun/kronis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima
Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa).

Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah Dbeberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atasPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 156);



12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020;

13. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020;

14. Peraturan Kepala Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

1261 /PRI.O0/IV /2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal

Pemberitahuan;

a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan
terhitung sejak April 2020; dan

b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp
600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana
Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan
ini.

Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana
Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah
Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata
dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis;

Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung

Tunai (BLT-Dana Desa) sebaga berikut :

a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung
sejak Mei 2020; dan

b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode
nontunai (cash less) setiap bulan melalui Bank atau Tunai
(cash) yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini
di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten
Magetan Tahun Anggaran 2020.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 13 Mei 2020

Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.



